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Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good 
Governance 
Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance melalui 
pengembangan program Pekan Aksi Riau (PAR) dan Anjangsana Aksi Riau 
(AAR) merupakan salah satu cara untuk kembali mewujudkan good governance. 
Program kreatif ini dibuat khusus untuk seluruh kalangan masyarakat provinsi 
Riau. Namun lebih dikhususkan bagi kalangan para remaja. Dengan adanya kedua 
program ini pemerintah dapat dengan jelas mengajak masyarakat berpartisipasi 
dalam berkegiatan dan juga transparan mengenai alokasi dana yang mereka 
dapatkan dengan tujuan untuk menyatukan visi bersama. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui bagaimana strategi public relations Dinas Komunikasi Informatika 
dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni data yang 
peneliti dapatkan dijabarkan melalui kata-kata secara sistematis dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Hasil dari penelitian yang menggunakan teori Cutlip and Center ini 
mengatakan bahwa dalam menemukan masalah yang pertama adalah menemukan 
fakta. Dalam menemukan fakta public relations melakukan riset ke lapangan 
untuk mengetahui fakta dan masalah yang terjadi, setelah mengetahui 
permasalahannya public relations mengajak tim untuk melakukan perencanaan 
program yang sesuai derngan permasalahan yang ditemukan. Setelah menemukan 
program yang tepat public relations melakukan komunikasi untuk mengajak dinas 
lain untuk turut serta dalam program yang telah mereka rencanakan dan setelah 
program berjalan mereka mengadakan evaluasi terkait program yang mereka 
jalankan.. Public relations menyatakan strategi yang mereka gunakan ini untuk 
kembali mendapatkan penghargaan se-nasional adalah dengan menjalankan 
program Pekan Aksi Riau dan Anjangsana Aksi Riau yang saat ini  menjadi 
program unggulan dikalangan pemerintah dan juga selalu mendapat apresiasi baik 
dari kemeterian pusat dan Kominfo se-nasional lainnya. 
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A. Latar Belakang 
Public relations merupakan sebuah profesi yang strategis, hal ini dapat 
dilihat dari bamyaknya aktivitas yang dapat ia lakukan dalam menjaga reputasi 
yang telah dibangun sekian lamanya. Dapat menjalin hubungan baik dengan 
internal relations maupun eksternal relations  menjadi sasaran untuk dapat 
mewujudkan pemerintahan yang bagus (good governance).  
Public relations pemerintahan merupakan jalan penghubung antara 
masyarakat dengan pemerintah sekaligus sebagai pemberi informasi terhadap 
masyarakat. Seorang public relations memiliki kewenangan dalam 
menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dengan 
pemerintah. Serta dalam menjalankan tugasnya melalui kegiatan kemitraan 
masyarakat, public relations di pemerintahan harus turut berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut.  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu 
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam 
melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, bidang 
Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Pengelolaan dan Infrastruktur          




Setiap instansi tentu memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya. 
Begitu pula pada Dinas Komunikasi informatika dan Statistik provinsi Riau. 
Dalam mewujudkan visi dan misinya tersebut, Dinas Komunikasi Informatika 
                                                             
1 Diskominfotik.riau.go.id,”Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik” Dalam 






dan Statistik provinsi Riau membaginya dalam program kerja yang akan 
mereka lakukan hingga beberapa waktu mendatang. 
Sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan good governance , Dinas 
Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi Riau melalui seksi 
Pengembangan Aplikasi Pemerintah meluncurkan aplikasi perkantoran 
elektronik (e-office). Ini digunakan oleh pejabat dan staf di lingkungan 
pemerintah provinsi Riau. Aplikasi e-office ini sangat dibutuhkan untuk 
mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, 
tertib dan transparan sebagai salah satu wujud implementasi good governance.
2
 
Tidak hanya itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi 
Riau sempat meraih penghargaan peringkat pertama se-nasional lima kali 
berturut-turut sebagai media center terbaik atas kontribusinya pada portal berita 
infopublik.id mulai dari tahun 2013-2017. Namun memasuki tahun 2018 
hingga 2020 saat ini  Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi 
Riau tidak lagi mendapatkan penghargaan tersebut. Ini menjadi sebuah 
pertanyaan, mengapa hal tersebut terjadi demikian. 
Salah satu upaya yang kini tengah public relations kembangkan sebagai 
bentuk pengembangan layanan informasi ialah dengan menjalankan program 
kemitraan, dengan nama program Pekan Aksi Riau dan Anjangsana Aksi Riau 
bersama mitra pemerintah yang terdiri dari kalangan pemerintahan, 
perusahaan, masyarakat, komunitas serta juga sekolah-sekolah yang ada di 
daerah provinsi Riau. Melalui program tersebut tentu ini diharapkan akan 
menjadikan kembali portal berita infopublik.id dapat meraih kembali 
penghargaan tersebut. 
Namun, pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian hanya 
pada stakeholder pemerintahan saja, karena penulis tertarik untuk mengetahui 
kelanjutan program tersebut bisa berjalan dengan baik antar pemerintah dan 
perkembangan yang akan dilakukan selanjutnya dari program tersebut. 
                                                             
2 Diskominfotik.riau.go.id, “Sosialisasi Aplikasi E-Office Dari Diskominfotik Provinsi Riau”, 
Dalam http://diskominfotik.riau.go.id/berita-sosialisasi-aplikasi-eoffice-dari-diskominfotik-





Mengingat pemerintah pula sebagai penanggung jawab atas kedua program 
tersebut. 
Sesuai dengan misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi 
Riau “Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bagus 
(good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan 
akuntabel”,
3
 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi Riau, 
membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Strategi Public Relations 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau Dalam 
Mewujudkan Good Governance”. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan peneliti memilih judul tersebut adalah : 
1. Untuk mengetahui Strategi public relations dalam mewujudkan good 
governance pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi Riau. 
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh public relations 
dalam menjalankan tugasnya. 
C. Penegasan Istilah 
1. Strategi 
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 




2. Public Relations 
Menurut Rex F. Harlow public relations adalah fungsi manajemen yang khas 
yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, 
saling pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan 
masyarakatnya yang melibatkan dalam manajemen problem atau masalah, 
                                                             
3 Diskominfotik.riau.go.id, “Visi Misi”, Dalam http://diskominfotik.riau.go.id/hal-visi-
misi.html, (diakses 15 November 2019). 







membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan 
efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan awal untuk membantu antisipasi 
kecenderungan dan menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan 
etis sebagai sasaran utamanya.
5
 
3. Good Governance 
Sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 
efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, 
baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 
penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
6
 
4. Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau  
 Adalah suatu organisasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Gubernur 
dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah 
Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Kominfo provinsi Riau memiliki 
fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi dan 
informatika untuk wilayah provinsi Riau.
7
 
D. Rumusan Masalah 
Dalam memudahkan penelitian, peneliti membuat rumusan masalah 
supaya dalam penelitian ini dapat terarah. Adapun rumusan masalah yang akan 
diteliti adalah Bagaimana Strategi Public Relations Dinas Komunikasi 
                                                             
5 https://manajemenpublicrelations.wordpress.com/2016/10/10/definisi-public-relations-
menurut-para-ahli/ (diakses 15 November 2019). 
6 Abidarin Rosidi, Anggraeni Fajriani, Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi 
Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), 4. 
 
7 IDalamat, “Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Riau” Dalam 
https://idalamat.com/alamat/39394/dinas-komunikasi-dan-informatika-diskominfo-riau 





Informatika dan Statistik Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good 
Governance? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1) Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui strategi public relations Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik provinsi Riau dalam mewujudkan good 
governance.  
2)  Kegunaan Penelitian 
A. Kegunaan Teoritis 
      1). Diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang 
diperoleh dapat memperluas wawasan pembaca serta penulis. 
2). Memberikan gambaran dan informasi kepada pihak-pihak terkait 
khususnya civitas akademika komunikasi mengenai realita tugas 
public relations pemerintah provinsi Riau dalam mewujudkan good 
governance. 
3) Sebagai pengetahuan empiris mengenai strategi  public relations 
dalam mewujudkan good governance di Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistika Pemerintah Provinsi Riau. 
B. Kegunaan Praktis 
1) Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana di Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu komunikasi UIN Suska 
Riau. 
F. Sistematika Penulisan 
 BAB I : PENDAHULUAN 
Terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, 
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.  
 BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 





    BAB III :  METODE PENELITIAN 
Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 
Penelitian, Sumber Data/Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan 
Data, Validitas Data, Teknik Analisa Data. 
BAB IV  : GAMBARAN UMUM 
  Terdiri dari Subjek Penelitian, Objek Penelitian. 
     BAB V  : LAPORAN PENELITIAN 
  Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
BAB VI  : PENUTUP 



























KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
A. Kajian Teori 
1. Public Relations 
Public relations memiliki peranan penting dalam lembaga 
pemerintahan, karena public relations menjadi jembatan penghubung 
antara pemerintah dengan masyarakatnya begitupun sebaliknya antara 
masyarakat dengan pemerintah sehingga terjalinnya kerjasama dan 
terciptanya citra positif pemerintah dimata masyarakat.  
Public relations merupakan sesuatu yang merangkum keseluruhan 
komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun ke luar, antara suatu 
organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang 
spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.
8
 Public relations pada 
intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman 
melalui informasi dan membagi pengetahuan. Melalui kegiatan tersebut 
diharapkan akan muncul suatu dampak perubahan yang positif. 
Perbedaan utama antara fungsi dan tugas public relations yang terdapat 
di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah (perusahaan 
komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau 
transaksi terjadi, baik berbentu produk barang maupun jasa pelayanan 
yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. 
Walaupun ada pihak public relations pemerintah melakukan yang hal yang 
sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan 
kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal 
tersebut lebih menekankan pada bentuk public service atau public utilities 
demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat).
9
 
Public relations sebagai fungsi manajemen yang khas dan mendukung 
pembinaan, pemeliharaan jalur bersama, antara organisasi dengan 
                                                             
8 Syarifuddin, Suryanto,  Public Relations, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2016), 9. 
9 Rosady Ruslan, Etika Kehumasan: Konsepsi dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 





publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, 
kerjasama melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan atau 
permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini 
publik, mendukung manajemen untuk mengikuti dan memanfaatkan 
perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam 
membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan penelitian 
serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.
10
 
2. Fungsi Public Relations 
Fungsi Public relations
11
 adalah sebagai berikut: 
1. Manajemen berita 
a. Mengkreasikan dan mendistrbusikan pesan untuk membangun 
publisitas yang menguntungkan. 
b. Membangun dan memelihara kontrak dengan wartawan. 
2. Hubungan komunitas 
a. Memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah dan kelompok 
komunitas. 
b. Menggunakan bantuan sponsor korporat. 
c. Memberikan kontribusi yang bersifat amal pada tingkat lokal dan 
nasional. 
3. Manajemen krisis 
a. Memberikan citra klien di mata publik karena kemelut internal, 
kesalahan kebijakan atau kecelakaan yang tak disengaja. 
b. Memberikan pedoman bagi korporat dalam merespons pada 
keadaan mendesak. 
c. Memulihkan citra dimata publik yang menyertai suatu skandal. 
4. Lobi 
a. Memonitor aktivitas pemerintah. 
                                                             
10 Kadar Nurjaman, Khaerul Umam, Komunikasi dan Public Relations, (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2012), 108 
11 Elvinaro Ardianto, Public Relations: Pendekatan Praktis Untuk Menjadi Komunikator, 






b. Memelihara hubungan dengan legislator. 
c. Menebarkan informasi kepada legislator untuk mendukung hukum 
atau kebijakan yang menguntungkan klien. 
d. Memengaruhi voting legislator untuk melalui hubungan atau 
kontrol pribadi. 
Fungsi pokok public relations pemerintah
12
 pada dasarnya sebagai berikut: 
a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang 
diwakilinya. 
b. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan 
informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu 
mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara 
nasional maupun daerah kepada masyarakat. 
c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam 
upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak 
dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta 
memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. 
d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif 
dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program 
pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
3. Ruang Lingkup Public Relations 
Ruang lingkup tugas public relations dalam sebuah 
organisasi/lembaga
13
 antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut: 
a. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 
Publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari 
unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang public 
relations harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal 
yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, 
sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. 
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b. Membina hubungan keluar (publik eksternal) 
Publik eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan 
tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap 
lembaga yang diwakilinya. 
4. Peran Public Relations Pemerintahan 
Peran taktis dan strategis public relations pemeritah
14
 menyangkut 
beberapa hal sebagai berikut: 
1) Secara taktis dalam jangka pendek, public relations instansi 
pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang 
efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. 
Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, 
memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai 
upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan maksud dari 
instansi/lembaga yang bersangkutan. 
2) Secara strategis (jangka panjang), public relations intansi 
pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, 
dalam memberikan sumbangan saran, gagasan dan ide yang kreatif 
serta cemerlang untuk menyukseskan program kerja lembaga 
bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan 
pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui 
kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat. 
Peranan public relations dalam suatu organisasi
15
 dapat dibagi empat 
kategori: 
1. Penasehat Ahli (Expert Presciber) 
Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki 
kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian 
masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). Hubungan 
praktisi pakar public relations dengan manajemen organisasi seperti 
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hubungan antara dokter dan pasiennya. Artinya, pihak manajemen 
bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah 
disarankan atau usulan dari pakar public relations (Expert Presciber) 
tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan public relations 
yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator) 
Praktisi public relations bertindak sebagai komunikator atau mediator 
untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 
diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut 
mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi 
kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik 
tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, 
mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process 
Fasilitator) 
Peranan praktisi  public relations dalam proses pemecahan persoalan PR 
ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini di maksudkan untuk 
membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil 
tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang 
tengah dihadapi secara rasional dan professional.  
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) 
Peranan ini menjadikan praktisi public relations sebagai journalist in 
resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi. Sistem 
komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-masing bagian atau 
tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus maupun media 
komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan 





  Dalam menjalankan perannya, public relations memiliki empat model 
public relations
16
 yang selalu diterapkan, yaitu: 
1. Press agetry/model agen pemberitaan, dimana komunikasi bergerak searah 
dari organisasi ke publiknya. 
2. Public information/model informasi publik, public relations bertugas 
memberitahu publik dan media massa dalam menyebarluaskan informasi. 
3. Two-way asymmetrical/model asimetris dua arah, public relations sebagai 
kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan 
menilai publik. 
4. Two-way symmetrical/model simetris dua arah, public relations 
menyampaikan pesannya didasarkan pada hasil riset serta strategi ilmiah 
untuk membujuk publik agar dapat bekerja sama, bersikap, dan berfikir 
sesuai dengan harapan organisasi. 
Namun, dari keempat model tersebut, model yang tepat dan sesuai oleh 
public relations Dinas Komunikasi informatika dan Statistik provinsi Riau 
dalam mewujudkan good governance adalah model keempat yaitu Two-way 
symmetrical/model simetris dua arah.  
Karena model ini mampu memecahkan atau menghindari terjadinya suatu 
konflik dan dalam penyampaian pesan-pesan (informasi) melalui teknik 
membujuk untuk membangun saling pengertian, dukungan, yang 
menguntungkan bagi kedua pihak. Model-model komunikasi di atas, bagi 
public relations dapat di pergunakan dengan model yang berbeda untuk 
tujuan berbeda dan dalam situasi yang berbeda pula secara tepat serta efektif, 
baik untuk tujuan penelitian maupun kegiatan secara praktikal.
17
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Menurut Cutlip-Center-Broom, praktisi public relations profesional dalam 
melaksanakan kegiatan harus terdiri atas empat langkah yaitu: 
a. Menemukan fakta (fact finding). Meliputi kegiatan untuk meneliti 
dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap dan tingkah laku 
khalayak. 
b. Perencanaan dan penyusunan program (planning and 
programming). Mencakup tindakan untuk memasukkan temuan 
yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan 
program organisasi. 
c. Melakukan tindakan dan berkomunikasi (taking action and 
communicating). Mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan 
melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
d. Evaluasi program (evaluating the program). Mencakup penilaian 
atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil-hasil program. 





1. Menemukan fakta.  




2. Perencanan programing 
  Apa yang harus  
diperbuat dan 
   katakan? Strategi 
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3. Bertindak berkomunikasi 
Bagaimana dan kapan 
bertindak berkomunikasi? 
Pelaksanaan 
4. Evaluasi prorgam 






Public relations dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal 
balik antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini 
turut menentukan sukses atau tidaknya misi, visi dan tujuan bersama dari 
organisasi/lembaga tersebut. Pada umumnya manajemen humas melalui fungsi 
atau beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut
19
: 
1. Perencanaan (Planning) 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
3. Pengkomunikasian (Communicating) 
4. Pengawasan (Controlling) 
5. Dan Penilaian (Evaluating). 
Di samping itu, peranan komunikasi dalam manajemen dewasa ini berada 
di tingkat penting dalam terciptanya hubungan komunikasi antara manajemen 
dan para karyawannya, antara pimpinan manajemen dengan pemilik 
perusahaan dan sebaliknya. Termasuk melakukan komunikasi timbal balik dua 
arah adalah komunikasi yang dilakukan antara pihak perusahaan dan 
publiknya. Dalam sistem manajemen komunikasi, public relations dinas 
tersebut menganggap hubungan komunikasi dua arah (two ways 
communications) tersebut merupakan alat memperlancar pemahaman yang 
tepat dalam hal penyampaian pesan dan informasi.  
Peranan komunikasi tersebut di dalam suatu aktivitas manajemen 
organisasi/lembaga masa kini atau perusahaan besar biasanya diserahkan atau 
dilaksanakan oleh pihak public relations. Dari peranan yang dilaksanakan 
tersebut, pejabat public relations (PRO Manajer) akan melakukan fungsi-
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Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun 
tidak langsung, melalui media cetak/eletronik dan lisan (spoken person) 
atau tatap muka dan sebagainya. Di samping itu juga bertindak sebagai 
mediator dan sekaligus persuador. 
b. Relationship 
Kemampuan peran public relations membangun hubungan yang positif 
antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. 
Juga, berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, 
kerja sama dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut. 
c. Back up Management 
Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti 
manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia, dan sebagainya 
untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok 
perusahaan/organisasi. 
d. Good Image Maker 
Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi 
dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas public relations dalam 
melaksanakan manajemen public relations membangun citra atau nama 
baik lembaga/organisasi dan produk yang diwakilinya. 
    5. Good Governance   
Good governance adalah kepemerintahan yang membangun dan 
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, 
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat 
diterima oleh seluruh masyarakat.
21
 Menurut Robert Charlick good governance 
diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif 
melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk 
mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. 
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Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam 
melaksanakan good governance, yakni the state (pemerintah), civil society 
(masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia 
usaha.
22
 Masing-masing pilar bekerja sesuai fungsinya. 
                                                       Pemerintah 
                                        
 
                           
 
                                              
     
 
           Swasta                Masyarakat                                                                
 
a. Pemerintah  
Pemerintah adalah sebagai organisasi negara, yang memperlihatkan dan 
menjalankan kekuasaannya. Sedangkan pemerintahan adalah cara 
pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna 
mengelola urusan-urusan negara untuk kesehjateraan masyarakat.  
Pemerintah sebagai sistem adalah aturan main (konstitusi, hukum, etika) 
dimana masyarakat dan pemerintah harus taat dan lembaga-lembaga (yang 
berwenang atau memiliki otoritas melaksanakan aturan main seperti 
aksekutif, legislatif, dan yudikatif).  
Pemerintrah berfungsi sebagai: 
1) Regulasi/pembuatan kebijakan publik. 
2) Pengendalian dan pengawasan publik. 
3) Pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta. 
4) Fasilitasi kepentingan negara dan publik. 
5) Pelayanan kepentingan publik. 
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b. Pihak Swasta 
Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak 
dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat 
termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi 
non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk 
pemerintah.  
     Pihak swasta berfungsi sebagai: 
1) Penggerakan aktivitas bidang ekonomi. 
2) Penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa, 
penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan. 
3) Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
c. Masyarakat Madani 
Masyarakat madani (civil society) merupakan konsep tentang keberadaan 
satu masyarakat yang dalam satu batas-batas tertentu mampu memajukan 
dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang 
gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. 
Masyarakat berfungsi sebagai: 
1) Subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan 
urusan-urusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dan 
swasta. 
2) Pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta. 
6.  Konsep Dasar Good Governance 
Terdapat banyak pendapat yang mengartikan governance sebagai 
tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam 
pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, 
karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar  
yang membentuk lembaga  yang disebut governance. Dua aktor lain 
adalah private sector (sektor swasta) dan civil society (masyarakat 
madani). Karenanya, memahami governance adalah memahami 





dan  civil society dalam  aturan  yang disepakati bersama. 
Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan 
ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. 
Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan 
perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan 
meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu 
berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, 
sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap 
jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. 
Berdasarkan pengertian governance diatas, maka penambahan  
kata  sifat  good  pada governance bisa diartikan sebagai tata 
pemerintahan  yang  baik/positif.  Letak sifat baik atau positif itu adalah 
manakala ada pengerahan  sumber  daya  secara  maksimal dari  potensi   
yang  dimiliki  masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan 
kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. Governance 
dikatakan memiliki sifat- sifat yang good, apabila memiliki ciri atau 
indikator tertentu. 
7. Prinsip-Prinsip Good Governance  





Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. 
Partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi di dalam semua 
kegiatan organisasi dan tindakan ikut serta dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. 
2) Tegaknya supremasi hukum 
Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum 
dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu. Prinsip 
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penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang 
adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
3) Transparansi  
Adalah keterbukaan atas semua tindakan, dan kebijakan yang di 
ambil oleh pemerintah. Transparansi menciptakan kepercayaaan 
timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan 
informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 
informasi yang akurat dan memadai.   
4) Daya tanggap 
Para penyelenggara pelayanan publik harus tanggap terhadap 
kebutuhan masyarakat yang dapat ditunjukkan dalam bentuk 
kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaannya dengan 
menggunakan prosedur berdasarkan prinsip-prinsip good 
governance. 
5) Berorientasi pada kepentingan publik 
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 
menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok 
masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur. 
6) Kesetaraan (Equity) 
Prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang 
akurat dan memadai. 
7) Efektivitas dan Efisiensi 
Efektivitas berkaitan dengan ketetapan cara yang di gunakan untuk 
menyelesaikan masalah, sedangkan efisiensi berkaitan dengan 





pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya 
yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 
8) Akuntabilitas 
Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan 
dan kebijakan yang telah ditempuh. Maknanya adalah 
meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.  
9) Visi strategis 
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 
dana jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan 
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. 
B. Kajian Terdahulu 
1. Penelitian yang berjudul “Good Governance Sebagai Suatu Konsep 
dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu 
Pendekatan Ekonomi Kelembagaan’’ skripsi ilmiah oleh Bayu 
Kharisma menggunakan kerangka konseptual dengan 
menggabungkan kajian literatur dari jurnal, buku dan artikel. 
Penelitian ini memandang good governance dari sisi 
swasta/perusahaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Codes of 
governance muncul sebagai alat utama untuk meningkatkan 
efektivitas sistem tata kelola perusahaan. Ada empat kelompok aktor 
yang terkait dengan pembuatan kode kepemerintahan, yaitu: 




2. Jurnal yang berjudul “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan 
Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukokilo 
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Surabaya)’’ oleh Arif Cahyadi dan Bagoes Soenarjanto yang 
menggunakan analisis data model menurut Sanapiah Faisal. Letak 
titik perbedaan penelitian ini ialah penelitian ini meneliti good 
governance dari sisi masyarakat (civil society). Hasil dari penelitian 
ini menyebutkan penilaian masyarakat di Kecamatan Sukolilo 
Surabaya yang mengurus E-KTP terhadap tingkat  penerapan prinsip  
good  governance  dalam  pelayanan  E-KTP di  Kecamatan Sukolilo 
Surabaya dikategorikan cukup baik.
25
   
3. Jurnal yang berjudul “Studi Implementasi Good Governance 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolano” ini oleh Trisusanti 
Lamangida ini menggunakan penelitian kualitatif denan jenis 
penelitian deskriptif. Penelitian ini memfokuskan hanya pada sisi 
pemerintahan. Hasil penelitian ini mengatakan Implementasi prinsip 
good governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolano 
sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Masih terdapat 
kelemahan dalam implementasi good governance yakni prinsip 
transparansi, daya tanggap serta akuntabilitas.
26
 
4. Penelitian ini berjudul “Strategi Media Relations Untuk Membangun 
Good Governance (Studi Kasus Di Biro Pers, Media Dan Informasi 
Sekretariat Presiden)” oleh Zemia Prabarini Abimanyu ini 
menggunakan metode penelitian adalah penelitian kualitatif ini 
menggunakan metode studi  kasus  dan  berdasarkan paradigma 
konstruktivisme sosial. Penelitian ini memfokuskan hanya pada sisi 
pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Biro  Pers,  
Media dan  Informasi Sekretariat Presiden turut  me ndukung good  
governance dengan melaksanakan 3 (tiga) prinsip good governance 
yaitu keterbukaan, akuntabilitas dan supermasi hukum. Disarankan 
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agar Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden membuat 
SOP (Standar Operasi Prosedur) tertulis mengenai strategi media 




5. Jurnal yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Cyber Public 
Relations Dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintah Kota 
Payakumbuh” oleh  Beni Erliansyah. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan  metode 
kualitatif. Penelitian ini memfokuskan hanya dari sudut pandang 
pemerintah. Dari   hasil   penelitian   yang telah dijabarkan dalam 
pembahasan, maka  penulis  menemukan kesimpulan manajemen 
pengelolaan cyber public relations dalam mewujudkan good 
governance pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari: 1. 
perencanaan pengelola  cyber public relations, perencanaan 
khalayak, perencanaan waktu, dan perencanaan media. 2. 
melaksanakan kegiatan cyber public relations dengan berfokus 
kepada pengelolaan informasi, pemilihan media, proses monitoring 
dan komunikasi,  dan  peranan pihak terkait kegiatan cyber public 
relations.3. proses evaluasi dengan berpatokan dan berfokus pada 
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C. Kerangka Pikir 
 





     
  
          
 
 










                                    Gambar II : Kerangka Pikir Peneliti
Strategi Public Relations 
Menurut Cutlip-Center-Broom : 
- Menemukan fakta 
- Perencanaan 





Prinsip-prinsip Good Governance 
Dalam Mewujudkan Good 
Governance Dinas Komunikasi 








A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dengan metode deskriptif 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang 
dan pelaku yang diamati. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini peneliti lakukan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
tepatnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Riau 
Jln. Jendral. Sudirman No. 460, Jadirejo, Kota Pekanbaru, Riau.  
Waktu penelitian dilakukan mulai bulan November 2019 sampai dengan 
selesai. 
C. Sumber Data/Informan Penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah pelaku informan, 
serta dokumen yang mendukung. Sedangkan informan penelitian adalah subjek 
yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain 
yang memahami objek penelitian.
29
  
Sumber data adalah informan, observasi dan dokumen-dokumen yang ada 
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Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut : 
No. Nama Jabatan 
1.  Tri Hartanto Public relations Dinas 
Komunikasi Informatika 
dan Statistik Provinsi Riau 
2.  Prayuti Pancasilawati Kepala Seksi Diseminasi 
Informasi Dinas 
Komunikasi Informatika 
dan Statistik Provinsi Riau 
3.  Zaki Redaktur Media Center 
Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik 
Provinsi Riau 
4.  Delviana Fransiska Pustakawan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Riau 
5.  Naufal Alwah Adilah Ketua Forum Genre Kota 
Pekanbaru 
                                                            
     D. Teknik Pengumpulan Data 
Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif sekaligus juga adalah metode analisa data, dengan kata lain prosedur 
metodis sekaligus juga adalah strategi analisa data itu sendiri, sehingga proses 
pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data.
30
 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
wawancara, observasi serta pengumpulan dokumentasi. 
a. Interview (wawancara) 
 Yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 
langsung kepada informasi atau autoritas atau ahli yang berwenang dalam 
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suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah 
yang diteliti. 
b. Observasi  
Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
31
 
Mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk 
melihat kondisi rill yang terjadi pada Public Relations bidang Informasi 
dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
pemerintah provinsi Riau. 
c. Dokumentasi  
Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 
historis. Oleh karena itu sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
32
 Cara pengumpulan data 
melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku tentang 
pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam 
penelitian. 
 
E. Validitas Data 
Teknik analisa data yang saya lakukan yakni berawal dari interview yang 
kemudian direkam kemudian direduksi dan dianalisis yang hasil datanya 
berupa kata-kata. Validitas data pada penelitian ini menggunakan validitas data 
konstruk.  
F. Teknik Analisis Data 
Dalam menyajikan data supaya lebih mudah dipahami, maka langkah-langkah 
yang digunakan adalah model dari Miles dan Huberman analisis interkatif  
yaitu dengan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi (conclution). 
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A. Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau. 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Riau mempunyai 
tugas dan membantu Gubernur dan melaksanakan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi Informatika 
dan Statistik menyelenggarakan fungsi
33
:  
a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik, bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-
Goverment, bidang Layanan e-Goverment, bidang Statistik, bidang 
Persandian. 
b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik, bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-
Goverment, bidang Layanan e-Goverment, bidang Statistik, bidang 
Persandian. 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang Informasi 
dan Komunikasi Publik, bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-
Goverment, bidang Layanan e-Goverment, bidang Statistik, dan 
bidang Persandian. 
d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-
                                                             






Goverment, Bidang Layanan e-Goverment, Bidang Statistik, dan 
Bidang Persandian.  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 
B. Visi dan Misi Instansi 
   1. Visi 
Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau 
“Terwujudnya layanan komunikasi, informatika dan Statistik yang handal 
dan berdaya saing”. 
   2. Misi 
Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau 
“Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, yang bagus 
(good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan 
akuntabel”. 
C. Struktur Organisasi Instansi 
Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
provinsi Riau terdiri atas : 
a. Kepala Dinas  
b. Sekretaris 
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
d. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government 
e. Bidang Layanan e-Government 
f. Bidang Statistik  
g. Bidang Persandian  
h. Unit Pelaksana Teknis Media Center 





j. Unit Pelaksana Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
 
Gambar 1.1 




D. Tugas-Tugas Yang Ada di Instansi 
1. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e Sekretariat   
Tugas: Menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, 
Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi 
ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta 
koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik.  
Fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.   
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 





c.  Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala 
kepada Kepala Dinas. 
d.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.  
Sekretariat membawahi : 
a. Sub Bagian Perencanaan Program.  
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.  
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
  Tugas:  Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi 
Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan 
Dokumentasi.  
Fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Informasi dan Komunikasi Publik. 
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi 
Publik. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada 
Kepala Dinas. 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.  
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:  
a. Seksi Komunikasi  Informasi   
b. Seksi Diseminasi Informasi  
3. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government 
Tugas: Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi Seksi Infrastruktur dan 
Teknologi, Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, dan Seksi 






a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government. 
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-
Government. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada 
Kepala Dinas. 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.  
Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Goverment terdiri 
atas:  
a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi  
b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas  
c. Seksi Internet dan Intranet  
4. Bidang Layanan E-Government 
Tugas: Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi 
Pengembangan Aplikasi Pemerintah, Seksi Pengembangan Aplikasi 
Publik, dan Seksi Tata Kelola e-Government. 
Fungsi:  
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Layanan eGoverment. 
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan e-Government. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada 
Kepala Dinas. 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 





Susunan organisasi Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi terdiri 
atas:   
a. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan  
b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik   
c. Seksi Tata Kelola e-Government. 
5. Bidang Statistik 
Tugas :  Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pendataan, 
Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan 
Informasi.  
Fungsi:  
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 
Statistik. 
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada 
Kepala Dinas. 
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.  
Bidang Statistik  terdiri dari :  
a. Seksi Pendataan. 
b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data. 
c. Seksi Penyajian Data dan Informasi .  
6.  Bidang Persandian  
Tugas:  Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola 
Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi 
Pengawasan dan Evaluasi Persandian. 
Fungsi:  






b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian. 
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada 
Kepala Dinas. 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik 
lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.  
Bidang Persandian terdiri dari : 
a. Seksi Tata Kelola Persandian.   
b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.   




















  Berdasarkan uraian pada penjelasan bab sebelumnya, maka peneliti dapat 
menyimpulkan sebagai berikut: 
Langkah-langkah strategi  yang  digunakan  oleh  public relations dalam   
mewujudkan good governance ialah : 
1. Penemuan fakta, dalam mencari fakta public relations melakukan riset 
untuk melihat isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian 
ia berfikir bagaimana isu tersebut supaya tidak meluas, maka dari itu ia 
berinisiatif untuk membuat program yang bisa mengurangi 
permasalahan dari isu tersebut.  
2. Perencanaan dan penyusunan program,   dalam   perencanaan   
program  public relations juga bersinergi dengan Dinas lain, salah 
satunya adalah Dispersip Riau. Kedua dinas ini membuat program 
Pekan Aksi Riau dan Anjangsana Aksi Riau yang mengedukasi 
masyarakat Riau khususnya kalangan remaja. 
3. Melakukan tindakan dan berkomunikasi, cara yang digunakan untuk 
menjalankan program adalah dengan cara mengundang secara 
langsung pengisi acara dalam kegiatan kedua program tersebut dan 
menggunakan media sosial sebagai bentuk informasi kepada 
masyarakat luas serta juga melalui radio RRI sebagai sarana promosi. 
4. Evaluasi program, dari hasil evaluasi program didapat bahwa kedua 
program tersebut sudah baik, ini dibuktikan dengan apresiasi dari 
masyarakat dan kemeterian Kominfo pusat serta Kominfo lainnya. 
Namun kekurangannya ialah  anggaran dana yang minim, tim SDM 
yang kurang mencukupi serta informasi dari pihak internal 






B.  Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah: 
1. Sebaiknya public relations dapat bersinergi dengan lebih banyak dinas 
lainnya yang berkaitan dengan program tersebut seperti Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Untuk menarik minat dan 
kepercayaan masyarakat, sebaiknya strategi yang digunakan lebih 
ditingkatkan lagi dengan perencanaan kegiatan yang matang, 
koordinasi yang baik, dan kerjasama tim yang baik pula. Supaya 
kedepannya kegiatan ini bisa menjadi program unggulan bagi 
pemerintah Provinsi Riau. 
2. Untuk pembaca, semoga bisa menjadi referensi dalam menulis karya 
ilmiah yang berhubungan dengan teori Cutlip and Center. 
3. Kepada masyarakat, semoga bisa menjadi masyarakat yang tidak anti 
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5. Bagaimana cara 
mensosialisasikan 
program Pekan 













































5. Apakah kedua 















Jabaran  :  
Lama Bekerja : 
Jenis Kelamin : 
Penemuan Fakta (Fact Finding) 
Pada Strategi Public Relations Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Good Governance 
1. Apakah masyarakat, swasta dan pemerintah  provinsi Riau sudah 
mengetahui program Pekan Aksi Riau dan Anjangsana Aksi Riau? 
2. Bagaimana respon masyakarat, swasta dan pemerintah selama program 
berjalan? 
3. Apakah terdapat permasalahan terkait program tersebut berlangsung? 
4. Apa yang melatarbelakangi adanya kedua program tersebut? 
5. Apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan? 
Perencanaan (Planning) 
6. Bagaimana perencanaan dan penyusunan program dilakukan? 
7. Bagaimana tindakan dan pengkomunikasian public relations dengan para 
mitra pemerintah? 
8. Strategi apa yang dilakukan public relations dalam mewujudkan good 
governance? 
9. Bagaimana Public relations menentukan sasaran pada program tersebut? 
10. Apakah public relations percaya bahwa dengan adanya kedua program 
tersebut dapat kembali mewujudkan good governance? 
Aksi Komunikasi (Communication) 





masyarakat khususnya yang turut bergabung pada program tersebut? 
12. Pesan apa yang disampaikan dalam kedua program tersebut? 
13. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program tersebut? 
14. Sejauh ini bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin dengan mitra 
pemerintah yang terlibat dalam kegiatan tersebut? 
15. Bagaimana cara mensosialisasikan program Pekan Aksi Riau dan 
Anjangsana Aksi Riau kepada mitra pemerintah dan masyarakat luas? 
Evaluasi (Evaluation) 
16. Apakah dengan adanya program tersebut sudah berhasil untuk kembali 
mewujudkan good governance? 
17. Seperti apa antusias mitra pemerintah dalam berpartisipasi dalam kegiatan 
tersebut? 
18. Apa saja kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung? Dan 
bagaimana cara mengatasinya? 
19. Apakah respon mitra pemerintah sudah sesuai dengan yang diharapkan? 
20. Apakah kedua program ini akan menjadi program jangka panjang bagi 
pemerintah? 
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